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RINCIAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN 

NO 
JENIS 

PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN 

DASAR 

HUKUM 
PERSYARATAN 

PROSEDUR 

 
LAMA 

PROSES 
BIAYA PRODUK 

SICANTIK OSS 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

11. SEKTOR  POS, TELEKOMUNIKASI PENYIARAN DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

1. Surat Keterangan  

Titik Koordinat 
Menara 

Telekomunikasi 

1. Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 
2014 tentang 

Pemerintahan 
Daerah 

sebagaimana 
telah diubah 
beberapa kali 

terakhir dengan 
Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 
2015 tentang 

Perubahan 
Kedua  atas 
Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 
2014 tentang 

Pemerintahan 
Derah 

(Lembaran 

Negara Republik 
Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, 
Tambahan 
Lembaran 

Negara Republik 
Indonesia Nomor 

5679);  

Persyaratan: 
1. Mengajukan 

permohonan secara 

tertulis (dengan cap 
basah); 

2. Fotocopy KTP pemohon; 

3. Fotocopy Akta Pendirian 
Perusahaan yang sudah 

disahkan dari 
menkumham; 

4. Fotocopy Nomor Pokok 
Wajib Pajak (NPWP); 

5. Melampirkan denah 

lokasi bangunan; 
6. Melampirkan titik 

koordinat rencana 
dengan alamat lengkap 

(RT/RW, Desa, dan 
Kecamatan); 

7. Melampirkan 
persetujuan masyarakat 

sekitar lokasi minimal 
95% setuju (sisanya 

dalam penyelesaian); 
dan 

8. Bukti laporan lunas 
bayar pajak 

Perusahaan. 

Pembuatan Izin: 

1. Pemohon 
menyampaikan 

syarat 
permohonan izin; 

2. FO/BO 
melakukan 
evaluasi atas 

Notifikasi 
permohonan yang 

masuk; 
3. FO/BO 

melakukan 
validasi 
KSWP/KSWPD 

dan kepesertaan 
BPJS (kesehatan 

dan 
ketenagakerjaan); 

4. Jika persyaratan 
tidak lengkap FO 
akan 

memberitahukan 
kepada pemohon 

melalui email; dan 
5. Jika lengkap FO 

akan 
Mengeluarkan 

  

 
 

 
 

3 (tiga) 
hari 
kerja 

 
 

 
 

1 (satu) 
hari 
kerja 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Berdasarkan 

Perda nomor 
12 tahun 

2017 

Masa berlaku  

Selama 6 (enam) 
bulan terhitung 

sejak tanggal 
dikeluarkan 
 

1 harikerja 
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11. SEKTOR  POS, TELEKOMUNIKASI PENYIARAN DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

2. Peraturan 
Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 
2021 tentang 

Penyelenggaraan 
Perizinan 

Berusaha 
Berbasis Risiko; 

3. Peraturan 

Menteri 
Komunikasi dan 

Informatika 
Nomor 19 Tahun 

2009 Pedoman 
Pembangunan 
dan Penggunaan 

Bersama Menara 
Telekomunikasi; 

dan 
4. Peraturan 

Daerah 
Kabupaten Kubu 
Raya Nomor 12 

Tahun 2017 
tentang 

Perubahan atas 
Peraturan 

Daerah 
Kabupaten Kubu 
Raya Nomor 6 

tahun 2011 
tentang 

Penyelenggaraan 

tanda terima 
permohonan. 

 
Proses Rekomendasi 

Teknis: 
1. Tim Teknis 

mendownload 
persyaratan; 

2. Tim Teknis 

DPMPTSP 
bersama Tim 

Teknis melakukan 
survei lapangan 

(jika diperlukan) 
untuk validasi 
permohonan; 

3. Tim Teknis 
membuat 

rekomendasi 
Teknis dalam 

bentuk Berita 
Acara; dan 

4. Tim teknis 

memasukkan data 
melalui aplikasi. 

 
Notifikasi Perizinan:  

1. FO/BO menerima 
dan memeriksa 
kelengkapan 

dokumen 
rekomendasi 

Teknis dalam 

 
 

 
 

 
 

21 (dua 
puluh 
satu)  

hari 
kerja 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

1 harikerja 
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11. SEKTOR  POS, TELEKOMUNIKASI PENYIARAN DAN SISTEM DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK 

Menara dan 
Retribusi 

Pengendalian 
Menara 

Telekomunikasi.  

bentuk Berita 
Acara; 

2. BO menyetujui 
atau menolak 

berdasarkan 
rekomendasi 

Teknis dalam 
bentuk Berita 
Acara; 

3. Jika rekomendasi 
ditolak, BO 

membuat surat 
penolakan ke 

Pemohon, dan 
disampaikan 
melalui email 

serta mengajukan 
penghapusan ke 

Tim IT DPMPTSP; 
4. Jika rekomendasi 

diterima, Kasi 
melakukan 
verifikasi; 

5. Kabid melakukan 
penetapan/ 

penolakan izin; 
6. BO mencetak izin 

atau membuat 
surat penolakan; 

7. Kepala DPMPTSP 

menyetujui atau 
penolakan izin 

dan 

3 (tiga) 
hari 

kerja 

1 harikerja 
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